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SINTANG--Untuk kedua kalinya, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuan-
gan Pemerintah Kabupaten Sintang pada 2013
kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengec-
ualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik
Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat.

Penyerahan Laporan hasil pemeriksaan tersebut
diserahkan langsung kepala BPK RI Perwakilan Ka-
Ibar Didi Budi Satrio, kepada Bupati Sintang Milton
Crosby, di Aula Kantor BPK RI Kalbar Senin (9/6).

Seperti disampaikan Kasubbag pemberitaan
Inforkom Setda Sintang, Syukur Saleh, opini yang
dinyatakan BPKRIdidasarkan padaempatkriteria,
yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pe-
merintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (ad-
equate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pen-
gendalian Intern (SPI). Darihasil pemeriksaanyang
telah dilakukan, BPK masih menemukan adanya
kelemahan-kelamahan SPI dan ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.Menu-
rutSaleh, atas hasil pemeriksaanyang disampaikan
kepada masing-masing pemerintah daerah, Budi
berharap agar entitas selalu aktif berkomunikasi
dengan BPK Perwakilan, agar rekomendasi BPK
dapatselalu terpantautindaklanjutnya. “Meski de-
mikian, Laporan Keuangan Pemkab Sintang masih
diberikan beberapa catatan seperti saldo aset
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tetap berupa gedung,
bangunan, peralatan dan
mesin yang berasal dari
dana BOS dan APBN pada
Dinas Pendidikan Tahun
2013,” kata Budi.

Opini WTP merupakan
pendapat terbaik yang dis-
ampaikan BPK, dari hasil

pemeriksaanlaporankeuan--

gan. Setingkat di bawah-
nya, adalah pendapat wajar
(qualified opinion). Lalu
menyusul pendapat tak wa-
jar (adverse) dan yang paling
buruk adalah tak memberi
opini (disclaimer).

Untuk mendapatkan opi-
ni WTP atas Laporan Keuan-
gan Pemerintah Daerah
dari tim audit BPK memang
cukup sulit sekali.

Opini audit BPK berupa
WTP atas Laporan Keuan-
gan pemerintah daerah su-
dah menjadi obsesi selu-
ruh kepala daerah. Dengan
mendapatkan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian berarti
laporan keuangan dimana
salah satu unsur nya adalah
realisasi anggaran adalah
benar sehingga tidak diberi-
kan pengecualian. Secara
singkatnya tidak ada proses

pengguntingan anggaran
yang terjadi selama tahun
berjalan. A

Opini audit merupakan
bentuk dari pernyataan
tertulis auditor atas laporan
keuangan yang diperiksa
oleh mereka. Opini audit
bertujuan untuk meyakink-
an auditor bahwa laporan
keuangan sudah dibuat dan
disusun berdasarkan stan-
dar akuntansi yang berlaku
dan bebas dari salah saji
yang bersifat material. Dan
disusun berdasarkan stan-
dar yang berlaku adalah
laporan tersebut disusun se-
suai kaidah akuntani umum
bukan disusun berdasar-
kan keinginan sendiri atau
seenaknya. Opini ini tidak
melihat apakah nilai pem-
belanjaan tersebut wajar
atau tidak.

Material yang dimaksud-
kan diatas adalah infor-
masi yang berguna dalam
pengambilan keputusan. Se-
hingga jika laporan keuan-
gan tersebutbebas dari salah
saji yang bersifat material,
berarti tidak ada informasi
keuangan yang tidak dis-
ampaikan sehingga jika para
pengambil keputusan men-

dasarkan keputusannya atas

laporan keuangan tersebut,
maka keputusan yang diam-
bil adalah benar.

Dengan kata lain, infor-
masi yang termasuk da-
lam laporan keuangan yang
mendapatkan opini WTP
masih mungkin mengand-
ung kesalahan namun kes-
alahan tersebut tidak men-
gakibatkan pengambilan
keputusan yang berbeda.
Opini WTP bukan berarti
laporan tersebut tidak ada
korupsi atau tidak ada mark
up belanja atas laporan
keuangan tersebut.

Bupati Sintang Milton
Crosby, yang menyampai-
kan sambutan, mengucap-
kan terima kasih atas hasil
pemeriksaan yang telah dis-
ampaikan BPK. Kerjasama
yang baik antara pemerin-
tah.daerah dengan dewan,
maupun antara pemerintah
daerah dan dewan dengan
BPK dalam menyelesaikan
permasalahan-permasala-
han pengelolaan keuangan

. daerah dan menindaklanjuti
rekomendasi BPK RI, mela-
lui koordinasi dan konsul-
tasi dapat terus ditingkatkan
untuk memperbaiki kualitas
laporan keuangan daerah di

masa mendatang. (stm)
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